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bahwa unfurk m.elaksanakam ketentu.an Pasal 6 Peraturarn Daerah
I{a.belpatem Barito Setratare Nomnr 4 Tahun 20L9 tentang Anggaram

Pendapatan .dan tsenam.la Daerah Tahula Anggaran 2CI2$, pertru

rnenetapkan Peraturam Bupati teretalag Penjabaran Anggaran
Pendapatam dam Benanja Daerah. Tahun Anggaralr 2CI20;

1" Uradang-Uredang Norsor 2V Tahun L95q tenta-ng Feraetapan
Undang-[.]ndam.g Danlrat Nosror 3 Tahren 1953 tentang
Pernberr&.akan Daerah Tingkat. II di Kalfumarrtan {tr emharan Negara.
Tahun 1953 S{orurerr 9} sebagai Uradang-Undang {ternbaran Negara-
Repnblik Indorresia TahunL959 Nomor V2, Tamhahan tr ennbaran
ltlegara Repubnik krdonesia Nornor 182Oh

2. Undang-IJndang Nornor 12 Tahun 1985 tentang Pqiak Buuai dan
tsangmlan {Lernbaran Negara Republik nndonesia Tahun 19E5
Nornor 68, ?ambahan tr esrbaran F{egara Reptlbfik Indonesia
Nonxor 3312I sebagairmana. telatr diubah demgala Undang-Undarag
h[omor LZ Tahura 1994 {tr"errrbara-a Negara, Republik Indcnesia
Tataun n994 l{omnor 52, Tambaham lembarala Negara Repubtrik
Indonesia Nomor 3569);

3. UndanpUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yarag Bersih darr Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisure {trenabarara Negara Repubtrik trndonesia Tahun !.999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indoaesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembarar:. Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO$;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perimbangan
Keuangan afltara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomot 4438\;

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20A6 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor a65+l;

1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5Oa9);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2aL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OO0 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 27O, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA+ tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2AO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lemharan Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
NegarJ Reputtit< Ind.onesia Tahun 2072 Nomor 17 t, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 53a0);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1i7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5751;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tah:un 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6161;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal;run 2Ol4 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2077 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8 tentang Standar
pelayanan Minimal (Irrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2078

Nomtr 2, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2A18 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

627e);

26-Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLg tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
21lg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322\;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Ped.oman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor La25l;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
go Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201"6 Nomor 5a\;

31. Peraturan Daerah Kabupaten
2008 tentang Pokok-Pokok
(Lembaran Daerah Kabupaten
18);

Barito Selatan Nornor 18 Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah

Barito Selatan Tahun 2008 Nomor
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito selatan Tahun 2ol7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 13 Tahun
2Ol7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2017 -2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2Ol7 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 13);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2Ol9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaian ZOZO (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2}tg Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 4);

36. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pendapatan:
1. Pendapatan Asli Daerah

2. Dana Perimbangan .

3. Lain-Lain PendaPatan Yang Sah .

Jumlah PendaPatan ...

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai
b) Belanja Bunga
c) Belanja Subsidi

Rp. 93.778.A93.4O8,31;
Rp. 801.648.332.000,00;dan
Rp. 198.276.757.459,92;
Rp. 1.O93.7O3 .182.868,23;

Rp. 441.99A.262.457,7 L;
Rp. 1.247.640.986,18;
Rp. 1.285.OOO.OOO,OO;
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c.

d) Belanja Hibah
e) Beianja Bantuan Sosial
f) Belanja Bagi Hasil
g) Belanja Bantuan Keuangan ....
h) Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

2. Belanja Langsung :

a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang Jasa'
c) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung

Surplus / (Defisit)

Pembiayaan :

1. Penerimaan.

Rp. 19.000.OOO.00O,OO;
Rp. 2.500.OOO.OO0,OO;
Rp. 2.72O.216.695,93;
Rp. 153.065.408.800,00;dan
Rp. 2.000.000.000,00;
Rp. 623.8O8.528.939,82;

Rp. 44.056.+97.4A2fi4;
Rp. 215.365.758.599,34; dan
Rp. 295.627 .579.848'32;
Rp. 555.O49.835.850,OO;

Rp. 1. 178.858 .364.789,82;

Rp. (85.155.18I.921,59)

2. Pengeluaran
1 1 8.063.O O 1.645,20;dan
32.907 .8r9 .723,61;
85.155.18r.921,59;Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan...... Rp. 0,o0;

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjgt dalam Dokrrrnen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan.

Rp.
Rp.
Rp.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengap penedpat*ttny* dalarn Berita Daerah Kabupatea Barito Selatan.

2? Pesember 2019

SEI,ATAtrT,

Diundangkan di Buntok
nada lanseal 2? Descmber

20L9

SEIil,*TAS,

BERNTA DAERAH KABI..'PATE$T BARITO SEI^ATAI{ TAHUN 2019 NOMOR 55

Ditetapkan di Buntok

{,r}
U L--
:\!wffv
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